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Mengomunikasikan Wilayah
Rawan Bencana

Oleh GATUT PRIYOWIDODO

idaerah tersebut, tentu

cafnan maut gempa, tsunami
atau gunung meletus.

Terbukti bahwa pada 10 Sep-
.tember 2007, pukul 06.31.55 telah
terjadi gempa bumi berkekuatan
‘SR déngan kedalaman 10 kilo-
‘w¢ter (km) dan pusat gempa 7.88
LS -114.20 BT, 28 km tenggara Si-
tubondo.”

Gempa tersebut menyebabkan
kerusakan di 3-kecamatan, yaitu
Asembagus (6 desa), Banyuputih

(2 desa), dan Jangkar (3 desa), Ka-
" bupatén Situbondo. Tak kurang 19
orang mengalami luka-luka dan
797 orang mengungsi. Di samping
itu terdapat 29 unit rumah rusak
total, 106 unit rusak berat, 190 ru-
sak ringan, serta 22 unit tempat
ibadah dan 5 unit sekolah meng-
alami kerusakan.
. Baru sebulan kejadian tersebut
- lewat, kini masyarakat Kediri dan
Blitar pun dihadapkan pada situa-
si kecemasan lain akibat tengara
kalau-kalau dalam waktu dekat ini
Gunung Kelud juga bakal meletus
(Kompas, 2 Oktober 2007).

- Keridati tampaknya provinsi ini
~-hanya terbagi atas dua wilayah da-
"ratany yakni Jawa dan Madura,
< berdasarkan data Jawa Timyir me-
miliki229 pulau dengan perincian

serupa, sulit di-
mengerti ternyata
semua itu tidak

menstimulasi  ber-
bagai upaya deteksi
dini. Ttulah kemudi-
an yang menyebab-
kan karut marutnya
koordinasi di lapangan
pascabencana.  Instru-
men komunikasi dan infor-

masi simpang siur dan cen-
derung distorsif. Tragisnya la-

g, ada kepala daerah yang saat
terjadi bencana justru sedang di
luar negeri, lalu lekas-lekas pu-
lang dan melaporkan fakta benca-
nadengandatayangsalah.

Verifikasi data diabaikan. Aki-
batnya, terjadi ketidakvalidan dan
keakuratan informasi. Konskuen-
sinya, jika itu dikutip media, akan
terjadi disinformasi atau pembo-
hongan publik akibat sumber ku-
tipan yang tidak teruji validitas-
nya. Implikasinya, jika berdasar-
kan hasilliputan itu kemudian di-
jadikan sumber referensi untuk
membuat proposal bantuan tang-
gap bencana, terjadi lagi pembo-
hongan lapis kedua.

Polaberpikir seperti inilah yang
sering bergelayut dalam alam sa-
darkitauntuk berpikir dan bertin-
dak cepat dengan data yang tidak

akurat. Jangan sampai karena da-

ta yang tidak valid, pemerintah
daerah menjadi bulan-bulanan
masyarakat...sehingga. - distribusi
bantuan menjadi kacau.

b X1

Moda udara

Jawa Timur bukanlah provinsi
daratan semata. Banyak pulau-

' pulau di sekeliling Madura yang ji-
' katerkenabencana tidak mungkin
1 dijangkau dengan jalur laut. Pilih-
" annya pasti moda udara. Beberapa
) perusahaanbesar yang ada di wila-

yah ini sudah memiliki helikopter,

.bahkan membangun helipad-nya

sendiri. Alangkah baiknya sejak

. awal ada nota kesepahaman de-
* ngan regulasi yang jelas agar jika
' sewaktu-waktu meminta bantuan

segera mendapat respons positif.

. Inisebagai tindakan antisipasijika

alat transportasi udara milik pe-
merintah dipakai bersamaan atau

- rusak. :

Berdasarkan Keputusan Presi-
den Nomor 3_Tahun 2001, me-

~ mang sudah dibentuk Badan Ko-

erdasarkan analisis 162 bernama dan 67 lainnya be- ordinasi Nasiorzial Pé;angguiang-

- lum bernama.. Dengan 48 an Bencana dan Penanganan

data Badan Me,teoro gunung, namun yang Pengungsi (Bakornas PBP). Untuk

logi dan Geofisika, aktif sedikitnya ada tingkaf. provinsi dibentuk satuan

e akni g koordinasi pelaks gou

T i - i empat, yakni Seme- oordinasi pelaksana penanggu-

§ P Jawa Hnurmen ru, Lamongan, Bro- langan bencana dan penanganan

Iki sekurangnya delapan mo, dan Kelud de- pengungsi (Satkorlak PBP). Ada-

- ngan status siaga pun di tingkat kabupaten/kota di-

Gagreh rerembentann gen,l berarti menyin- bentuk satuan pelaksana penang-

adan gelombang tsunami, an posisi benca- gulangan bencana dan penangan-

P : . gungsi (Satlak PBP). Fakta

_—_— : na. an pengungsi (Sa ! -

et Faclta, Tr'engga]ek, — nya, sekalipun deskripsi tugas se-

| Tulungagung, Blitar, Malang, ~ Deteksi dini tiap satuan pelaksana jelas, ketika

: erdan Ba- Sekalipun ne-- bencana datang semua kalang ka-
Lomagang;Jemberd: " geriiniberkalikali but,

nyuwangi. Namun, di luar de- tertimpa musibah ' Problemnya tentu tidak hanya

pada jalur koordinasi, tetapi juga
bagaimana institusionalisasi ba-
dan tersebut dalam rentang pra-
bencana. Logikanya, konstruksi
kelembagaan ini harus dirancang
sebagai unit teknis yang siap ber-
tindak kapan saja misalnya unit
pemadam kebakaran. Tentu ini
butuh keterpaduan tindak (action
integrity)  antarkabupaten/kota
dan provinsi.

Disadari bahwa tidak mungkin
juga menyerahkan kesiagaan anti-
sipasi bencana pada pemerintah
an sich. Taruhannya terlalu berat,
Penanganan bencana berbasis
masyarakat (community based di-
saster managemen) ini bakal jauh
lebih efektif dibandingkan dengan
badan-badan formal bentukan ne-
gara, .

Namun, juga tidak berarti lem-
baga formal itu tidak penting. In-
stitusi tersebut tetap penting se-
bagai manifestasi keterlibatan ne-
garauntuk meringankan penderi-
taan rakyatnya. Praktiknya justru
aparatur pemerintah di lembaga

. Ini melakukan penyimpangan dis-
tribusi bantuan dan finansial. Ra-
nahnya bukan lagi misi kemanu-
siaan, tetapi sudah tindak pidana.
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